Lamh  JEAN L — LRSS  AAY R - RO W L A

KK

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

oy o /oo

/’}’i Ay

SKRIPSI p

/

BENNY HARDIYANTO

PERUBAHAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS
TANAH HAK PENGELOLAAN MENJADI HAK MILIK

(Suatu Studi di Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan
Nasional Kotamadya Surabaya)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

1999

SKRIPSI PERUBAHAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH HAK BENNY HARDIYANTO
PENGELOLAHAN MENJADI HAK MILIK (Suatu Studi di Perusahaan Umum
Pembangunan Perumahan Nasional Kotamadya Surabaya )



ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERUBAHAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS
TANAH HAK PENGELOLAAN MENJADI HAK MILIK

(Suatu Studi di Perusahaan Umum Pembangunan
Perumahan Nasional Kotamadya Surabaya)

SKRIPSI

DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR
PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM

Dosen Pembimbing, Penyusun,

P
Urip Santese, S.H., MH. Benny Hardiyanto

NIP. 131 878 392 NIM. 039514132

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999

SKRIPSI PERUBAHAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH HAK BENNY HARDIYANTO
PENGELOLAHAN MENJADI HAK MILIK (Suatu Studi di Perusahaan Umum
Pembangunan Perumahan Nasional Kotamadya Surabaya )



ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 1999

Panitia Penguji Skripsi :

1. Ketua : Sumardiji, S.H., M.Hum.
2. Anggota : - Eman Ramelan, S.H., MS. =
- Urip Santose, S.H., MH.
SKRIPSI PERUBAHAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH HAK BENNY HARDIYANTO

PENGELOLAHAN MENJADI HAK MILIK (Suatu Studi di Perusahaan Umum
Pembangunan Perumahan Nasional Kotamadya Surabaya )



ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB IV

PENUTUP

1. Keslmpulan

<u

a. Pembertin Hik Guna Bangunan atas tansh Hak Pengedolaan yang dikuasa
oleh Perum Perumnas kepada phak ketiga sudsh sesua dengan Perauran
Mentai Dalan Negeri No. 1 Tahun 1977, Sebeum disjukan permohonan
Hak QGuna DBagunsn, tegebih dshuln dibut pejagjian penyershan
penggunasn  tanah antama pemegang Pemin Perumnas dengan Pemohon
Hak Guns Bengunan. Sctdsh penanjian tersebut dbuat dengan persntara
Perum Perwnnas maks diempuh prosedur permohonan Hak Guna
Bangunan  berdasarkon Peratursn Mentei Dabm Negeri No. 5 Tahun
1973 jo Poduran Mentesi Dalam Neged No. 6 Tahun 1972 (seksrang
diganti dengan Pemtusn Menteri Negara AgrariaKepala Badan

' Pestanahan Nagional No. 3 Tshun 1999 Wewenang pemberian hak Guna
Bangunan #as tansh Hak Pengedolaan ada pada Kepala Kantor Pertanahan
Ksbupaen/Kotmnadya alas nana Menten Negas Agrwia/Kepala Badan
Pertanahan Nasional).

b. Berdsswkan Keputusan Mentai Negara Agrarn No. 9 Tdum 1997 jo
Keputusan Meateri Negara Agraia No. 15 Tahmn 1997 dalam hal
perubahan Hak Gunla Bangunan menjadi Hak Milik tidak menentukan
dengm acea pekepasan tedebih dshule Dalam peubshan Hak Guna

Bangunan menpdi Hak Milik tersebut subyek pemegang hakoya tidak
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berubah, sehingga tidak memerlukan acara pelepasin terfebih dalml.

Keputusan Menteri Negara Agraria No. 9 Tshun 1997 jo No. 15 Tzhun

1997 ini dapat dijadikun aelrmb baru daam hapusmys Hak Guna Bangunan

dalam hal adn perubzhan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Miik

c. Dshm perubshan Hak Guna Bangunsn etss tmnsh Hak Pengdolaan
menjadi Hak Mitk tdak memerlukan persetujpien dai pthak pemegang
Hak Pengelolaan karena dalsm Keputusan Menten Negars Agraria No.
9Tshw 1997 Jo No. 15 Tahun 1997 tidak mensyaratkan adamya ha
tersebut Phak pemegang Hak Pengdolzan harrys depat mengefuarken
surt himbauan penangguhan proses perubahan jika pemohon mash
memilik] kewajiban ylmg haus dipenuhi, tetapi sifalnya tidsk mengikat
Kepah Kantor Pertmahan umtuk menghentikan proses perubahan. Dengmn
tdak admys porsysaan perseujan dani pemegmg Hak Pengeolaan
maka Keputusan Menteri Negars Agraria No. 9 Tahun 1997 jo No. 15
Tahun 1997 maryimpangi ketentuan Peratiran Mented Dalam Negeri No.

1 Talun 1977.

2. Saran
8. Untuk lebih menjamin kepastian hukum dalsm perubshan Hak Guna
Bangunan menjadi Hak Milk, sebdum diadakan proses perubshan perl
adanya acara pelepasan terdebih dshulu Dabim acara peepasan tersebut
dibua selembar akta };mg menyatakan bshwa Hak Guna Bangunsn ini

Hapus sddah adarya perubshsn moenjadi Hak Milk. Hel ini untuk
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